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Abstrak
 

Kepailitan adalah debitur yang sedang berada dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar utangnya

kepada kreditur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Karyawan/pekerja ialah salah satu pihak yang

pada kala suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali pengusaha mengabaikan hak konstitusionalnya

karyawan/pekerja tersebut dalam proses kepailitan. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penulisan

ini yaitu hak-hak karyawan dalam perkara kepailitan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku

dan kedudukan hak-hak karyawan terhadap tagihan pajak menurut putusan Pengadilan Niaga. Metode

penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Dan teori hukum yang digunakan

adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hak-hak karyawan/pekerja untuk melindungi para

pekerja dalam hubungan kerja serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pekerja. Dalam

ketentuan UU ketenagakerjaan, dijelaskan mengenai kesejahteraan karyawan/pekerja untuk memenuhi

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat rohaniah dan jasmaniah untuk meningkatkan produktivitas kerja

yang aman dan sehat. Dalam ketentuan KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak pekerja sebagai kreditur

terhadap piutangnya diberikan keistimewaan. Kedudukan hak karyawan terhadap tagihan utang pajak/hak

negara yang sebelum dinyatakan putusan MK No. 67/PUUXI/ 2013, utang pajak/negara memiliki

kedudukan yang lebih tinggi sebagai kreditur sesuai dengan peraturan UU KUP. Dalam ketentuan tersebut

dianggap Tagihan Utang Pajak/Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu untuk

tagihan pajaknya dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan setelah adanya putusan MK No.

67/PUU-XI/2013 tersebut yang memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, sehingga memberikan hak

istimewa untuk para karyawan/pekerja mendapatkan hak yang lebih tinggi dibanding kreditur lain, sehingga

dalam pembayaran utangnya didahulukan dan berada diatas kreditur separatis.

......Bankruptcy is a debtor who is in a state of financial difficulty to pay his debts to creditors declared

bankrupt by a court decision. Employee/worker is one of the parties when a company is bankrupt, but often

employers ignore the constitutional rights of the employee/worker in the bankruptcy process. The

background of the problem in this paper is the rights of employees in bankruptcy cases according to the

applicable laws and regulations and the position of employee rights against tax bills according to the

decision of the Commercial Court. The research method used in this thesis is the normative juridical

method. And the legal theory used is the theory of legal certainty and legal protection. The rights of

employees/workers to protect workers in employment relationships and provide legal certainty guarantees to

workers. In the provisions of the Manpower Act, it is explained about the welfare of employees/workers to

meet spiritual and physical needs and/or needs to increase work productivity safely and healthily. In the

provisions of the Civil Code, it is also explained that the rights of workers as creditors to their receivables

are given privileges. The position of the employee's rights to the claim for tax debt/state rights before the

Constitutional Court's decision number 67/PUU-XI/2013, tax/state debt has a higher position as a creditor
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by the provisions of the KUP Law. In this provision, it is considered that the Claim for Tax/State Debt is

considered as a preferred creditor who has pre-emptive rights for the tax claim and has a higher position.

Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court number 67/PUU-XI/2013 which protects workers'

rights, thus providing special rights for employees/workers to get higher rights than other creditors, so that

in paying their debts they take precedence and are above the separatist creditors.


